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P E N E T A P A N

Nomor  175/Pdt.P/2018/PA Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bulukumba  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  perdata  pengesahan  nikah  pada  tingkat  pertama  dalam

persidangan  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  penetapan  atas  perkara

yang diajukan oleh: 

Yusuf bin Sultan,  umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir  SD,

pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Ulu, Desa

Dampang,  Kecamatan  Gantarang,  Kabupaten  Bulukumba,

sebagai Pemohon I; 

Roslia binti Lempong,  umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir

SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di

Dusun  Bonto  Ulu,  Desa  Dampang,  Kecamatan  Gantarang,

Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II; 

Dalam perkara  ini  para  Pemohon memberikan kuasa kepada

Bakri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor/berkedudukan

di  Jalan  Samratulangi  Nomor  7  Desa  Polewali,  Kecamatan

Gantarang,  Kabupaten  Bulukumba  berdasarkan  surat  kuasa

khusus tangga 28 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 229/SK/VII/2018/PA Blk.,

tanggal 29 Agustus 2018.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas  perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dan  saksi-

saksinya;
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DUDUK PERKARANYA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  surat  permohonannya,

tanggal 28 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bulukumba dengan register Nomor 175/Pdt.P/2018/PA Blk tanggal

28 Agustus 2018 pada pokoknya  mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II  adalah suami isteri yang

melangsungkan pernikahan  pada hari  Minggu Tanggal  14 Oktober

1990 di  Borong Tellu, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang,

Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa  yang  menjadi wali Nikah Pemohon  II adalah  Sakka  Bin

Tibu  (saudara kandung ayah  pemohon II;

3. Bahwa  yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah

Aburaera (Iman Kampung) karena telah di serahkan  oleh Wali  Nikah

untuk menikahkan  Pemohon II  dengan Pemohon II;

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan  Pemohon I  dengan

Pemohon II adalah   Abd. Rahman  dan  Sappe           

5. Bahwa  Mahar  dalam Pernikahan  tersebut  adalah berupa Gelang

Emas  23  seberat 5 gram ;

6. Bahwa pada saat   menikah Pemohon I   berstatus  Jejaka  dan

Pemohon II  berstatus  Perawan;

7. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah

dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama  Jusman, Roslan, Dika

dan Afi Kausar; 

8. Bahwa  Pemohon I dan Pemohon II tidak  pernah memiliki Buku

Nikah  karena Imam yang menikahkan  tidak  melaporkan  Pernikahan

Pemohon I  dan Pemohon II ke  Kantor Urusan Agama  setempat;

9. Bahwa  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II   tidak  terdapat

hubungan  Nasab,  sesusuan  maupun hubungan  semenda  yang

dapat menjadi  halangan  untuk menikah dan tidak ada orang yang

keberatan atas pernikahannya tersebut,  oleh karena itu Pemohon I

dan pemohon II  mohon agar  pernikahan tersebut  dapat disahkan
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oleh Pengadilan Agama Bulukumba  untuk mendapatkan kepastian

hukum tentang  sahnya  pernikahan tersebut.

10. Bahwa tujuan  Pemohon  I  dan Pemohon II   mengajukan

pengesahan Nikah  ini  adalah untuk mendapatkan  kepastian hukum

tentang sahnya pernikahan  Pemohon I dan Pemohon II  serta hal-hal

lain yang berkenaan dengan penetapan  Pengesahan  Nikah  tersebut

       Berdasarkan  alasan-alasan   tersebut  diatas   para  Pemohom

memohon  kepada  Ketua  Pengadilan Agama Bulukumba  Up.Majelis

Hakim   yang  memeriksa   dan  mengadili   perkara  ini   berkenan

menetapkan  hal-hal   sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan  Pemohon  I dan Pemohon II .

2. Menyatakan   sah  Perkawinan  Pemohon  I  Yusuf  bin  Sultan

dengan  Pemohon II Roslia binti Lempong  yang di laksanakan pada

Hari Minggu Tanggal 14 Oktober  1990  di  Borong Tellu, Desa Bonto

Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

3. Pembebanan  biaya  perkara    ditetapkan  menurut   ketentuan

hukum yang berlaku Atau /Jika  Apabila  Majelis Hakim  berpendapat

lain  mohon Putusan  yang seadil-adilnya.

Jika  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  penetapan  yang  seadil-

adilnya;

Bahwa, pada hari  persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I

dan  Pemohon  II  telah  datang  menghadap  di  persidangan  lalu  surat

permohonan  para  Pemohon  dibacakan  di  depan  persidangan  yang

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  para

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi  yaitu:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi  kartu  keluarga  Nomor  7302011911130010,   atas

nama Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan

Pencatatan Sipil  Kabupaten Bulukumba tanggal  8  Agustus 2018,

telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PA.Blk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi  kartu tanda penduduk Nomor 7302010107670324,

atas nama Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan

dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bulukumba  tanggal  7  Agustus

2018,  telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis  diberi

kode P2;
3. Fotokopi  kartu tanda penduduk Nomor 7302015109760001,

atas nama Roslia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan

dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bulukumba  tanggal  7  Agustus

2018,  telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis  diberi

kode P3;

B. Saksi-saksi :

1. Malik bin Lempong, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan

petani, tempat kediaman di  Dusun Borong Tellu,  Desa Bukittinggi,

Kecamatan Gantarang,  Kabupaten  Bulukumba   memberikan

keterangan  di  bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung  Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan

Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14

Oktober 1990 di Borong Tellu, Desa Bontosunggu, Kecamatan

Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  dinikahkan oleh imam

kampung setempat yang bernama Aburaera.
- Bahwa  yang  menjadi  wali  pada  saat  Pemohon  I  dan

Pemohon II  menikah adalah  ayah kandung  Pemohon II yang

bernama Lempong.
- Bahwa  yang  menjadi  saksi  pada  saat  Pemohon  I  dan

Pemohon II menikah adalah Abd. Rahman dan Sappe.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I  telah menyerahkan

mahar  berupa  gelang  emas  23  seberat  5  gram kepada

Pemohon II.
- Bahwa  pada  saat  menikah  Pemohon  I  berstatus  perjaka

sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
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- Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada

halangan untuk menikah dan tidak  ada yang keberatan atas

pernikahan tersebut.

2. Rahman bin Cakke, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan

petani, tempat kediaman di  Bonto Ulu, Desa Dampang, Kecamatan

Gantarang,  Kabupaten  Bulukumba,  memberikan  keterangan  di

bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah  keluarga Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan

Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14

Oktober 1990 di Borong Tellu, Desa Bontosunggu, Kecamatan

Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh iamam

kampung yang bernama Aburaera.
- Bahwa  yang  menjadi  wali  pada  saat  Pemohon  I  dan

Pemohon II  menikah adalah ayah kandung Pemohon II  yang

bernama Lempong.
- Bahwa  yang  menjadi  saksi  pada  saat  Pemohon  I  dan

Pemohon II menikah adalah Abd. Rahman dan Sappe.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I  telah menyerahkan

mahar  berupa  gelang  emas  23  seberat  5  gram kepada

Pemohon II.
- Bahwa  pada  saat  menikah  Pemohon  I  berstatus  perjaka

sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada

halangan untuk menikah dan tidak  ada yang keberatan atas

pernikahan tersebut.

Bahwa  pada  akhirnya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  menyatakan

tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi

dan mohon penetapan;
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Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini

adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak  terpisahkan

dari uraian penetapan  ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  para  Pemohon  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  telah  datang  menghadap  di

persidangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama,;

Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  lebih  lanjut,

Majelis  Hakim  perlu  memastikan  terlebih  dahulu  apakah  perkara  ini

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa

dan mengadilinya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  ketentuan  Pasal  49

ayat (1) huruf a angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah

lagi  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan

Agama,  maka  perkara  a  quo adalah  termasuk  kompetensi  absolut

Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang

mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh  karena perkara ini bersifat volunter yang

tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara

ini  dapat  memilih  pengadilan  mana  yang  memiliki  kewenangan  untuk

memeriksa  perkara  a  quo,  sesuai  dengan  apa  yang  tersirat  dalam

ketentuan  Pasal  142  R.Bg.,  dan  dengan  memperhatikan  permohonan

para  Pemohon yang  berkenaan  dengan  tempat  tinggal  para  Pemohon

tersebut  yang  berada  dalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama

Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan

Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan

terlebih  dahulu  tentang  keabsahan  surat  kuasa  khusus  yang  diberikan
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oleh pihak Pemohon  dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima

kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini

dimaksudkan untuk  memastikan  bahwa  kuasa  hukum  para  pihak

mempunyai hak untuk

mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang,  bahwa  pihak  Pemohon   mengajukan  surat  kuasa

yang  didalamnya  memberi  kuasa  kepada  Advokat,  dan  kuasa  hukum

pihak Pemohon  tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih

berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah

dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang,  bahwa  untuk  menilai  keabsahan  surat  kuasa  dan

keabsahan  advokat  penerima  kuasa  maka  majelis  hakim  perlu

memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk

kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147

R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang

menjadi  wewenang  pengadilan  dilakukan  oleh  penggugat  atau  oleh

seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut

dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa tentang keabsahan surat  kuasa maka yang

dijadikan  landasan  dalam  menilai  keabsahannya  adalah  Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang

harus ada dalam surat  kuasa khusus yaitu  menyebut  secara jelas dan

spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi

relatif,  menyebut  identitas  dan  kedudukan  para  pihak,  dan  menyebut

secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Semua  unsur  ini  bersifat  kumulatif.  Jika  tidak  dipenuhinya  salah  satu

syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;
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Menimbang,  bahwa disamping itu,  surat  kuasa  harus  memenuhi

ketentuan  Pasal  7  Ayat  (5)  dan  Ayat  (9)  Undang-undang  Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam

ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai

dengan pencantuman tanggal,  bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta

atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas

kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang,  bahwa  tentang  keabsahan  penerima  kuasa  yang

dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu

dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang,  bahwa  diantara  persyaratan  yang  harus  dipenuhi

untuk  bisa  berprofesi  sebagai  advokat  adalah  sebagaimana  yang

tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

tentang  Advokat  yang  menegaskan  bahwa  sebelum  menjalankan

profesinya,  Advokat  wajib  bersumpah  menurut  agamanya  atau  berjanji

dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah

domisili hukumnya;

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  memperhatikan  dan

mempelajari  syarat  dan  ketentuan  hukum  yang  harus  dipenuhi  dalam

peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  keabsahan  surat

kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa

khusus yang diberikan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat

memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan

ketentuan  keabsahan  surat  kuasa  khusus  sebagaimana  ditegaskan

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7

Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
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2. Penerima  kuasa  yang  dalam  surat  kuasa  tersebut  berprofesi

sebagai  Advokat  telah  memenuhi  syarat  untuk  bertindak  sebagai

Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana

ketentuan hukum dalam  Pasal  4  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2003 tentang

Advokat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Majelis

Hakim  berkesimpulan  bahwa  surat  kuasa  khusus  dari  para  Pemohon

tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  surat  kuasa  khusus  serta  kuasa

hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai

advokat, karenanya kuasa hukum para Pemohon  berhak mewakili para

Pemohon  untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya

memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan

Agama,   Bulukumba  demi  kepastian  hukum  atas  status  pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat

dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah  mengajukan  alat  bukti  surat  P1

sampai dengan P3  serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 merupakan akta

autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi  bukti  tersebut

menjelaskan mengenai  indentitas  Pemohon I  dan  Pemohon II  sebagai

warga  negara  Indonesia  dan  berdomisili  di  Kabupaten  Bulukumba

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh

karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan

Pemohon II,  sudah dewasa dan sudah disumpah,  sehingga memenuhi

syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon

I dengan Pemohon II mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya

buku kutipan akta  nikah  Pemohon I  dengan Pemohon II  adalah fakta

yang dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan relevan dengan

dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Pemohon I  dengan  Pemohon II,  oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal  308 R.Bg.  sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai

alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  tersebut  di  atas,

ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I  dengan Pemohon II  adalah suami isteri  yang

menikah pada  14 Oktober 1990 di  Borong Tellu, Desa Bontosunggu,

Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa  pada  saat  perkawinan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II

dilangsungkan,  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah  ayah

kandung,  Pemohon II  yang bernama Lempong,  dan dinikahkan oleh

imam kampung setempat yang bernama Aburaera, dengan disaksikan

oleh  dua  orang  saksi  nikah  yaitu  Abd.  Rahman  dan  Sappe,  serta

maharnya adalah gelang emas 23 seberat 5 gram tunai;

- Bahwa  saat  menikah  Pemohon  I  berstatus  perjaka sedangkan

Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada

hubungan semenda dan hubungan sesusuan,  dan tidak  pernah ada

yang keberatan atas perkawinan Pemohon I  dengan Pemohon II.

- Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  hidup

bersama  dalam  suatu  rumah  tangga  sebagaimana  layaknya  suatu

keluarga.

Bahwa  Pemohon I  dengan  Pemohon II  mengajukan  permohonan

pengesahan  nikah  di  Pengadilan  Agama  Bulukumba  karena  tidak

mempunyai  buku  nikah,  sedangkan  keduanya  membutuhkan  alat  bukti

perkawinan tersebut;
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Menimbang,  bahwa  permohonan  pengesahan  nikah  diajukan

Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud

atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam

ketentuan  Pasal  7  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  alasan  yang

dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan

nikah.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut,

Majelis  Hakim  menilai,  meskipun  alasan  pengajuan  permohonan

Pemohon I  dengan  Pemohon  II  tidak  disebutkan  secara  spesifik  pada

Pasal  7  Kompilasi  Hukum  Islam,  namun  permohonan  tersebut  secara

formal  dapat  diperiksa  dan  diadili  oleh  Pengadilan  Agama,  in  casu

Pengadilan  Agama  Buukumba,  demi  melindungi  kepentingan  hukum

Pemohon I dan Pemohon II  dari kerugian atas hak-haknya yang timbul

bukan akibat kelalainnya.

Menimbang,  bahwa  mengenai  peristiwa  perkawinan  Pemohon  I

dengan  Pemohon II,  fakta-fakta  tersebut  di  muka menunjukkan bahwa

dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai

perempuan,  ada wali  nikah bagi  mempelai  perempuan,  ada dua orang

saksi,  dan  ada  ijab  qabul.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  menilai

perkawinan  tersebut  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan

sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  dan  Pasal  30  Kompilasi  Hukum

Islam.  Rukun  dan  syarat  perkawinan  itu  sendiri  telah  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. 

 Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada

pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I

masih perjaka dan tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan

lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan  tidak sedang terikat nikah

dengan  laki-laki  lain.   Selain  itu,  permohonan  itsbat  nikah  Pemohon  I

dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Agama Bulukumba dengan Pengumuman Nomor  162/Pdt.P/2018/PA Blk

tanggal 3 September 2018, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan

keberatan terhadap permohonan  itsbat  nikah tersebut.  Oleh karena itu,

Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal  8 sampai  dengan 11 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang

telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan

mengenai  halangan/larangan  perkawinan,  dan  permohonan

pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan

hukum,  oleh  Majelis  Hakim dapat  dikabulkan  dengan  menyatakan  sah

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II  yang berlangsung pada  14

Oktober  1990 di   Borong  Tellu,  Desa  Bontosunggu,  Kecamatan

Gantarang, Kabupaten Bulukumba. 

Menimbang,  bahwa untuk  tertibnya pencatatan perkawinan,  maka

sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7

Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan

untuk  mencatatkan  perkawinannya  pada  pegawai  pencatat  nikah  yang

mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II. 

Menimbang,  bahwa  berdasar  pada  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I

dengan Pemohon II.

Memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini. 

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
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2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yusuf bin Sultan)

dengan Pemohon II (Roslia binti Lempong) yang dilaksanakan pada

tanggal  14  Oktober  1990 di  Borong  Tellu,  Desa  Bontosunggu,

Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
3. Memerintahkan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  mencatatkan

perkawinannya  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Gantarang,

Kabupaten Bulukumba.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II

sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  musyawarah  majelis

hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba  pada  hari  Kamis  tanggal  20

September   2018 M., bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 H.,

oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan

Muh.  Amin  T.,  S.Ag.,  S.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Mustamin, Lc. Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muh. Amin T., S.Ag., S.H. Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Rp 30.000,00

- Proses Rp 50.000,00

- Panggilan Rp 200.000,00

- Redaksi Rp 5.000,00

- M  e  terai               Rp        6.000,00

Jumlah      Rp 291.000,00(dua ratus sembilan   puluh  satu  ribu

rupiah)    

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PA.Blk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


